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Catatan  
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:  

- Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan filosofis Negara, yang menjadi 

salah satu pilar kebangsaan; bahwa Wawasan Kebangsaan perlu 

diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terhadap cara pandang 

sebagai bangsa dalam memaknai diri dan lingkungan dengan 

berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka 

Tunggal Ika, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Murung Raya 

sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang mencintai semangat 

nasionalisme dan menjunjung tinggi kearifan lokal; bahwa untuk 

memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan; bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 

  

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6); UU No. 5 

Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebgaimana 

telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;  PERMENDAGRI 

No. 71 Tahun 2012. 

 

- Dalam Peraturan ini diatur tentang  Pancasila adalah dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang 

diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa 

serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud disusunnya Peraturan 

Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap 

penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

 

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan 

tanggal 6 Juni 2024 

- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan 

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. 

 


